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TENTANG

RUANC TERBUI(A KO&{UNiiiqSI KtrLUARGA
h/ nnn r IIN!^l a\T tt, amr\n A r TTa n aut t-i\.LJVtr\DI bUrvtfll-E t(A tr trtt\l-\

DENGAN RAHIVTAT T{"JHAN YANG MAHA ESA

C UBDRNUR SU MATERA UTAIIA,

hah'*,'a "berdasarkan Pasal 65 A3,'at {il Undang-LJndang

Nom*r 2{} Tahr:rr 2*07 tentang Fenataarr Ruang
.^i,-r^ 1 E( ..--...+ {1i ,-^it,, Il^,.,.^1--^irLuiilcrLd.rl'o.rr p<-isclr (J"J ic..]ilL t..] ]dtLu i'uil]uiuitBaai'aaiI

penataall ruang dilakukan oicir pemerintair dengan

rnelibatkan peraR masyarakat.

bah'.va berdasarkan Fasal 55 Aya-t t2) Unciang-Undang

|'lornor 26 Tahun 2'JA7 tentang Penataan Ruaag

rnenyalakan peran rnasvarakat dalan penataan ruang

sebagaimana riimaksud pada ayat (1| ciilakukan antara iain

tt. partisipasi clalam menarruslln rencana tata rllg!'!(I

b. partisipasi iiaiam pemahfaatan rllang

c. partisipasi daiam pengenda-iia-n pemanfaatan ruang

bahwa l:erdasarkan periin:bangan sebagailnarla dimaksud

daiam hun-rf a, rian huruf b, periu menetapkan Feraturan

Gubernur tentang Ruang Terbuka Komunikasi Keluarsa di
Frovinsi S'umatera Uiara;

Fasai iE A3rar (6) I-rldarig-Usciang Dasar i{egara

Repubiik Indonesia 1945;

1n

U.

Mengingat



2" Undang-Undang Nomor 24 Tahun lgSG tentang

Pembentukan Daeralr Otonont Provinsi Atjeh dan

Perubahatr Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara {Lembaran Negara Repubiik Incionesia tahun 1956

Nomor 64, ?arnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

F{ornor 1103};

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang penataan

Ruang {tr-embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA}Y

Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nonnor a725);

Undang-{Jndang Nomor 52 Tahun 20Og tentang
Perkembarrgan Kependuelukan dan Pembangunarr Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor

161, Tambrahan Lembaran Negara Reputriik Indonesia

Nomor 5080);

Undang-Undang Nomcr 23 ?ahun Z{}14 tentang

Pernerintahan Daerah {Lembarat Negara Republik
Indcnesia Tahun 2OL4 Norsor 244, Tax*i:ahan Lembaran

Negara RepuLrlik indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah

diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang

Nomor I Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-UnCang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang
Pemeriniahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pennerintah Nomor 2L Tahun Lgg+ tentang
Penyeienggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

{Lembaran Negara Republik Indonesia- tahun lgg4 Nomor

3O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

35s3);

Peraturan Peraeri.ntah Nornor 15 Tahun 2O10 tentang
Penyelenggaraan Penataam ltuang {Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2O1O Nomcr 21);

8. Peratr-rran Daerah Nomor 6 Tahun 2A7f- tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Frovinsi

Prorrinsi Sumatera Utara {Lernbaran Daerah Proirinsi

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nornor 6 Tarnbahan

Lembaran SaErah Prayinsi Surnatera Utara Nomor 32);
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6. Kornunikasi adalah sualu llratqF q

penyampaian informasi {pesan, ide, gagasan} dari sattr pihak
kepada pihak lain, Fada ur"flumnya, komurrikasi dilakukan
secara lisan atau verlral yang dapat d.imengerti aieh kedua

belah ;:ihak, Apahila tidak ada Lrahasa verbal yang dapat
dirnengerti oieh keduanya, komunikasi masih dapat

dilakukan deagan ffienggunakan gestur tubrlhr,

menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenSrurrr,

rnenggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini
disebut komunikasi nonverbal.

7. Keluarga adalah unit terkecil dari rnasyarakat yang terdiri
atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul
dan tinggal di suatu tempat di baixrah suatu atap dalam
keadaan saling ketergantungan.

L Ruang Terbuka Kcmr..rnikasi Keluarga adalah wadah yang
melipr-lti rllang darat, ruang laut can ruang udara, terrnasuk
ruarlg didalam bumi sebagai satrah sat:.: kesatuaa .wilayah,

teropat manusia dan mai:luk lain hidup, yang rnelakukan
kegiatan dan atam komunitas da-iam memelihara hubungan
dalam suatu proses penyampaian informasi {pesan, ide,
gagasan) dari satu pihak kepada pihak iain baik secara

verbai maupun non verbal.

f- izin pemakaian ruang adaiah izin yang diberikan oleh

Pernerintah Daerah kepada orang yang akan rnelakukal
pernanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan pefllnd.ang-

undangan, sebagai dasar untuk rnendapatkan izirt
melakukan aktivitas sosia.l.

lo.Pihak ketiga adalah orang perseorangan, badan hukum,
instansi Pemerintah atau organisasi dan lembaga rain yang
diberikan perizinan dalam pemanfaatan ruarrg.

Pasal 2

I\llaksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalarn

melaksanakan Ruang Terbuka. Komunikasi Keluarga di provinsi

Sumatera Utara.



Pasa] 3

Tujuat riitetapkannya Ferati;rsr* Gu'i:el-ntrr ini a<ialah ter"sediasya

Ruang Terbuka Ksrnunikasi Keluarga dalarn Llpaira merryediakan

area yagg digunakal: oieh keluarga danfatau rnasyarakat baik
perorarlga:: rna.rlplrrr kelomprrk , :rarlg pf,rlggiunaa.r:r4'a lebih bersilat
terbuka, dirnana keluarga danlata* angg*ta keluerga bersama
$a.fira derrgan masyarakat dapert }-:erkcmtlnikasi seeara te:"prograr*

eian berinartabat <ialam bidang kehidupan, poiitik, pendidikan eian

lingkungan melalui Program BANGGA KENCANA.

Pasal 4

Huang Lingkup Perat-r.rrarr Gubernur trieiiputi:
a. pemanfaatar: Ruaeg Terbuka K*munikasi cleir Keluarga darr

Masyarakat sebagai ruang keiuarger untuk berkornucikasi
t]. pembir:.a*-tr, pengendalian dan pengaxrasa*;

c. fasilitasi, sarafia dan prasarana, permainan, ta$].an,

Kor*unikasi n*forrnasi Edukasi car: lai.n-lain sesuai dengar.
kebutuhan k*iuarga.

PAE} T
}-JT1IL I

PEfutrA}IFAF.TAS RUANG KO iT4UI{IKASi KELUARGA

Fasal 5

Pemanfaatan Ruang ?erbuka Kor*unikasi Keiuarga rneliputi :

a. terjalinnva kcmunikasi keluarga dan rnasyarakat setempat
b. rc.ernt-:angurl motiyasi ketahanas: keluarga

c. menr::gkatkan ketruarga ci.::ta tringkunga::

d' rsremLlerikarr ciukqrrgan terhaclap ke*er.raba*ga:r ekosister:r rli
daerah

e. memberikan peluang kepaca tr<eh:arga t-rntr-rk bermai:r diluar
{ar-rtd*or} rlengan arnan dan nyanrlan

f" rneningkatkae estetika dan k*in*airan Ci daerah

Pasa] 6

Perencanaan i'Llang terbuka komunikasi keluarga, lokasi,
luas dan arahan pemanfaatan fttang pada taman/iapangatl,
seBadan sungai, tahanllapangan/tarrean, yang

dipeninf.ukka,l dan diterttr:kan oleh Peratrrrarr Ferr.:ndarg-
I Irrdarrrranurlu4aiirlqir.

a1)I tt
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Perencanaan Ruang Terbuka Komunikasi Keluarga {RTKK}

berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan Cengan kondisi

lahan/lapangan.

Lokasi dan luas untuk Ruang terbuka komunikasi keiuarga

sebagimana dirnaksud pada ayat {i}, ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara berdasarkan usutran

BupatilWali Kota.

Perencanaan dilakukan dengan mengiicuti prose$

administrasi sesuai dengan Feratrrran Perundang-

Undangan.

Pasal 7

Lahan untuk Ruang Terbuka Kornunikasi Keluarga

dipercleh dari Surnber sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah

b. Per-r-rsahaan swasta

c. Hibah/wakaI

d. Priiradi atau perCIrangan yang ditetapkan berdasarkan

yang berlaku.

rlrrnat**r*"

h.ukum

{3}

Pasal I

Perolehan latran yang bersumber dari Pemerintah Daerah

setragaimana dimaksr-rd dalam pasal 7 huruf a dilakukan

meialui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan

urnum;

Pei'crleha,n trahan yar,g trersumber dari kewajiban Pihak ketiga

sebagairnana daiarn pasal 7 huruf b rnengacu pada ketentuan

peraturan perundang-ur:.dangan terkait perizinan

pemanfaatan ruang.

Perolehan lahan yarig bersumber dari hibahl*-akaf

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7 huruf c dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait

hibah/ia,'akaf"

Peroiehan lah'a.n yarrg ber*umber dari reksfflendasi prmilik

tanah baik peinerintah Pusat, Daerah dan iainaya

sehagaimana dalam pasal 7 huruf d rnengacr-r pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

{4i



Pasal I

Ketentr-ran penataan Ruang Terbuka Komunikasi Keiuarga

{RTKK} disesuaikan dengan pragram kegiatan Dinas

Pengendaliar: Per:duduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Surrratera Utara.

trasal 10

{1) Satuan ke{a perangkat daerah yang n'renyelenggarakan

urusall pemerintahan bidang Fengendalian Fenduduk dan

Keluarga Berencana meiakukan pembinaan terhaciap

pemanfuatan La.han di Ruang ?erbuka Komunikasi,

sehragairnana dirnaksud pada ayat {1} berkesinarnbungan,

tei"enca:ia dan dilaksanakale sesuai dengan keter:tuan

peraturan perundang-undangan rneialui :

a. koordiriasi;

b. Pembenan pedornan;

c. bimbingan teknis;

d. Superv'isi dan konsultasi'

penyebraran inforu-nasi; dan/ atau

pengembengan kesadaran rnasyarakat.

fasilitas umum {sarana dan Prasarana}

fasilitasi Perrnainan Anak cian Keluarga

Paserl 11

{1} Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang

Mena:iggungjawabi [Jrusan Pengendalian peaduduk di

Daerah bersama riengan Ferangkat daerah lain dapat
melakukan pengenrialian dan penga\ rasan teknis
pelaksalaan pemanfaa.tan n:ang di Ruang Terbuka

Komunikasi Keluarga sebagai Ruang Terbuka, r,oelali_ri:

a" pemarltauan;

b. evaluasi;

c. pelaporan.

f"
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h.



(2| Kegiatan pengendalian dan pengawasan teknis pelaksanaan

pemanfaatan Ruang Terbuka l{omrlnikasi Ketruarga

difokuskan kepada satrarra dan prasararla fisik dan non lisik
sebagairnana dimaksud pada ayat {1}, dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAts II
KtrTE}{TUAI{ PENUTUtr

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orartg n:engetahuinya,

pengundangan peraturan gubernur ini dengan

dalam Beriia Dae;-ah Frovinsi Surnater-a Utara.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 4 Norremi:er 202*
CUBERNUR SUMATER{ UTARA.

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal trZ Hal'ernben 2O2S

SEKRETARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SAERINA

tstrRITA DABRAH PROWNSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2A NOMOR 47

Salinan $esuai Benga:r Asliaya

P*mbina ?K.i (IV/b)
r{rP. 19690421199003 2 C}03
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